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PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Murabahah
1. Pengertian Akad
Secara lughawi, makna akad adalah perikatan, perjanjian,
pertalian permufakatan. Sedangkan secara istigtad didefinisikan
dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai defi@isebut dapat
dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab ddoulkdari pihak-pihak
yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendaitsyang akan
memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Definisfdisi tersebut
mengisyaratkan bahwgpertama akad merupakan ketertarikan atau
pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadapulnya akibat
hukum bariKedug akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah
pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia ljegn
untuk melahirkan akibat hukum bafru.
Dasar hukum akad sebagaimana dijelaskan dalam AdrQu
AN OO O Qe A A Lo J-BIMURZ G -GBS0
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‘ hai orang-orang yang beriman penuhilah agad-aqgad..t”
(QS. Al-Maidah: 1)

'M. Yazid Afandi,Figh Muamalah Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, him. 33



a. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadalssd.

Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akadhdu

Ulama’ berpendapat bahwa rukun akad terdiri 8ari:

1) Al-agidain(pihak-pihak yang berakad)

2) Obyek akad

3) Sighat al-aqdpernyataan untuk mengikatkan diri)

4) Tujuan akad

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbageamakad,

adalah sebagai berikdit:

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertinddR.(ah
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindaiersie
orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan.

2) Objek akad dapat menerima hukumnya.

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh ogayang
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukqaid
yang memiliki barang.

4) Bukan akad yang dilarang syara’

5) ljab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum damaka
bila orang yang berijab menarik kembali ijabnyaetem

gabul, maka batal ijabnya.

’Ibid, him. 34
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6) ljab dan gabul mesti bersambungan, sehingga bila
seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adany
gabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2. Pengertian PembiayaanMurabahah

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam
Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah91 tahun
2004 (Kepmen No. 91/kep/IVIKUKM/DV2004), pembiayaadalah
kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau deena permodalan
antara koperasi dengan anggota, calon anggota dspain, dan atau
anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaamniiuk melunasi
pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak kopesesuai akad
disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil gEndapatan atau
laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaama dzembiayaan
tersebuf.

Pengertianmurabahahsecara lafdzi berasal dari masdbhun (
keuntungan). Murabahah adalah masdar darrabaha- yarabihu-
murabahatanimemberi keuntungan). Sedangkan secara istilahb&h
al-Zuhailiy mengutip beberapa definisi yang dibankoleh para Imam
Mujtahid. Diantaranya: Ulama Hanafiyah mengatakamyrabahah
adalah memindahkannya hak milik seseorang kepaatagdain sesuai
dengan transaksi dan harga awal yang dilakukanligeawal ditambah

dengan keuntungan vyang diinginkan. Ulama Syafiiyatan

*Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha KacilMenengah Nomor
35.2/Per/M.KUKM/X/2007, Jakarta: 2011, him. 4



Hanabilahberpendapamurabahah adalah jual beli yang dilakukan
seseorang dengan mendasarkan dengan harga belialpeiambah
keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan tixeldhapihak

Murabahahadalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk
transaksi jual beli dengan cicilan. M. Umer Chapnangemukakan
bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan
syariat apabila resiko transaksi tersebut meng@adigung jawap pemodal
sampai penguasaan atas bargpgssession telah dialihkan kepada
nasabah

Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebotuh
nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkarbatasgengan
mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selanendapat
keuntungan margin, bank syariah juga hanya menamggesiko yang
minimal. Sementara itu, nasabah mendapat kebutakatnya dengan
harga yang tetap.

Pembiayaaimurabahahadalah jual beli barang modal maupun
konsumsi antara BPRS selaku penjual serta anggaékus pembeli
dengan nilai keuntunga dan jangka waktu pembaydiarana harga

perolehan diketahui oleh kedua belah pifiak.
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3. Pengertian Tanah
Pengertian tanah adalah merupakan salah satu fakaduksi
penting yang harus dimanfaatkan secara optimahsgnis tanah selain
mempunyai zat yakni tanah atau lahan itu sendirjuga mempunyai
manfaat atau kegunaan tertentu misalnya untuk rparta perumahan
atau industr?.
4. Dasar Hukum
Sebagaimana diketahui bahwaurabahahadalah salah satu
jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanahakisl landasan syar’i
akad murabahah adalah keumuman dalil syara’ tentang jual beli.
Diantaranta:
a) QS: al-Bagarah 275
O=AOOWUe0+ Ao S RNANOIE N o S ¢18RN0 SR
EX IV ... A¢GPHR O o S-S T
At;tiq(y)/a: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan menghakan
b)rI Zdapun hadits yang dapat dijadikan landasan adalah:
Jal ) aall Al Gata S0 iy e i e ) 0500 0 2350 lela (e
R D PRCA A I DAL SR
Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw.

Bersabda.” Tiga hal yang di dalamnya terdapat kdiadan: jual
beli secara tangguh, mugharadhah ( mudharabah), m@ncampur

9http://mtaufiknt.wordpress.com/2010/10/14/hukunauislseputar—tanah—1—usyrivvah—dan—
kharajiyyah/ 22:22, 22/05/2014

“Departemen Agama, RI. Al-Quran dan Terjemah, Jak&T Insan Media Pustaka,
2013, him. 47



gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukarkwijual (
Hr. Ibnu Majah)**
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Inddenes

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/206nhtang

Murabahatt?

Ketentuan UmunMurabahahdalam Bank Syariah

a. Bank dan nasabah harus melakukan akagtabahahyang bebas
riba.

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan agdwriah Islam.

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembsdiang yang
telah disepakati kualifikasinya.

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atasa naank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitargade
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secéang.

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada naggiemesan)
dengan harga jual senilai harga belu plus keuntumga

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepaisztibut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan ataus&kan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjiarsush dengan

nasababh.

"A. HasanBulughul MaramCV Pustaka Tamam, Bangil, 1991, hal. 496
YZainuddin AliHukum Perbankan Syariafiakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, him. 246



i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untukbele
barang dari pihak ketiga, akad jual b@lurabahahharus dilakukan
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Jaminan dalarMurabahah

a. Jaminan dalanmurabahahdibolehkan, agar nasabah serius dalam
pesanannya.

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan gamyang
dapat dipegang.

5. Rukun dan Syarat Murabahah

Oleh karenanurabahahadalah salah satu jenis jual beli, maka
rukun murabahahadalah seperti rukun jual beli pada umumnya, yang
menurut jumhur ulama yaitwagidain, adanya objek jual beli, shighat,
dan harga yang disepakati. Jika keempat hal tersetpenuhi, maka jual
beli dianggap memenuhi rukti

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio menetapkan pestga
murabahahsebagai berikut*
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus syah sesuai dengan hukumdyaigpkan
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli biladiegacat atas

barang sesudah pembelian

M. Yazid Afandi,Figh Muamalah Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, him. 90
“Ibid, him. 91



e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaisugan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan sebatang.
B. Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad Murabahah
di BPRS Ben Salamah Abadi
Untuk pembiayaan tanah menggunakan akagabahahyaitu
jual beli, untuk kesepakatan bagi hasilnya yaitu nggeinakan
kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjaan yang
menjaminkan.
1. Tahapan dalam Pembiayaan Pemilikan Tanah di BPRS BSA
Purwodadi
Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebeljawliya
persetujuan pembiayaan di BPRS BSA Purwodadi:

a. Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara BPRS BSA aéon c
Nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputizsa akan
memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak da
kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amaaah d

masyarakat.
b. Jaminan

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risjgng merugikan
Bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam ngguag

pembayaran kembali atas utang yang diterima darkBRi BPRS

“Wawancara dengan Bpk Sugeng direktur BPRS BSA &ulmuli



BSA dalam memberikan jaminan yaitu sertifikat tangmg di

ajukan oleh nasabah.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu syarat transaksgiksan antara

nasabah dengan bank yang dapat dipergunakan.

Ada beberapa kriteria nasabah yang potensial yaitu:

1) Inisiasi adalah proses dalam rangka mencari cal@asabah
potensial, yang terdiri dari dua macam yattu :

(@) Walk in client(calon nasabah datang dengan sendirinya ke
bank) untuk mengajukan permohonan dana;

(b) Solisitasi &ccount officemencari dan menemukan nasabah
potensial);

2) Membuat perencanaan kunjungan calon nasabah baik
berdasarkarwalk in clint maupun solitasi untuk menemukan
nasabah potensial.

2. Mekanisme Pembukaan Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad
Murabahah di BPRS BSA Purwodadi
Beberapa mekanisme pembukaan pembiayaan di BPRS BSA
Purwodadi sebagai berikut:
a. Prosedur Administratif Data Debitur
Prosedur pembukaan dalam melakukan pembiayaan thriiARS

Purwodadi sebagai berikut:

*Wawancara dengan Bpk Sugeng direktur BPRS BSAv&irdi



1) Dalam  prosedur ini  fungsi administrasi melibatkan
bagiarCustomer Servicedan petugas marketing (Account
Officer). Customer Servicenenerima calon debitur yang akan
mengajukan permohonan pembiayaan BPRS dan mergalask
persyaratan produk pembiayaan yang dimaksud apakah
berdasarkan Mudharabah, Musyarakah,Piutangviurabahah,
Piutangalam,Piutandstishna’, ljarah atau Qardserta mencatat
informasi-informasi  yang  diperlukan.  Apabila  calon
debiturmengajukan permohonanPiutislugabahah

2) Customer  Service menyerahkan formulir  permohonan
PiutandVurabahalkepada petugas pemasaracdount Officey
beserta persyaratan-persyaratan permohonan PMitgaigahah
yang diperlukan.

3) Namun demikian dimungkinkan petugas pemasaranatau
marketingpembiayaam{ccount Officey mendapatkan nasabah
secara langsung.

b. Prosedur Analisis Piutang Murabahah
Ada beberapa analisis piutanmgurabahah dalam BPRS BSA

Purwodadi sebagai berikut:

1) Dalam prosedur ini fungsi petugas marketing pendaay
(Account Officey adalah melakukan analisis pembiayaan dengan

memeriksa semua keterangan atas permohonan

YWawancara dengan Bpk Sugeng direktur BPRS BSA Riadio



piutangnurabahah agar diperoleh kepastian bahwa bila
pembiayaan diberikan maka debitur akan mau dan mamp
membayar kembali sesuai perjanjian, serta memgekapastian
bahwa dengan mendapatkan pembiayaan maka usahtrdebi
akan berkembang;

2) Analisis pembiayaan dimaksudkan agar petugas
marketingpembiayaan Account Officey)dapat menilai kelayakan
pribadi maupun usaha calon debitur, sehingga dgglero
keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembaluases
dengan yang diperjanjikan oleh debitur. Proses adabhm
penetapan kriteria nasabah (inisiasi) ini juga disaakan untuk
menentukan jenis, jumlah, jangka waktu dan korgisnbiayaan
pada level yang paling ekonomis dan menguntungkeaud
belah pihak. Analisis juga ditujukan untuk mengitfédsi risiko
pembiayaan yang akan dihadapi bank serta mengeadisi
berbagai alternatif kemungkinan pelunasan pembragadingga
benar-benar dapat diketahui kemampuan debitur datetanasi
pinjamannya.

3) Petugamarketing (Account Officey melakukan evaluasi guna
meneliti kelayakan calon debitur melalui pendekatanjungan
(credit investigatioh, wawancara daoross checksesuai prinsip

5Csehingga diperoleh informasi yang memadai untuk



memutuskan layak tidaknya calon debitur menerima

Piutandviurabahah adapun prinsip 5Cadalah sebagai berikut :

a) Character yaitu watak atau sifat dan kepribadianpemohon.
Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara tengan
cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasinkadan
hasil pengecekan pasar;

b) Capital, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan
modal atau kemampuan keuangan calon secara umum,;

c) Capacity yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola
usahanya,

d) Condition, situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang
dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat
tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi,
pemasaran dan keuangan) nasabah;

e) Collateral, yaitu penilaian atas jaminan yang dapat
disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspekogken
maupun aspek juridis;

a) Dengan detail tahapannya sebagai berikut:
Q) Petugamarketing  (Account Officer melakukan
kunjungancall/ informasi ekstern ke kediaman calon debitur dan
tempat usahanya (bagi wirausahawan) untuk mendafmatmasi

tentang keadaan usaha calon debitur, posisi dapuiaean

®Wawancara dengan Bpk Sugeng direktur BPRS BSA Riadio
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b)

d)

keuangannya melalui wawancara daoss checldengan sumber-
sumber lain di sekitarnya termasuk dengan mendapekan SID;

(2) Petugasmarketing (Account Officey membuat laporan
kesimpulan hasil kunjungan dan rencana tindak tamuifikasi
tentang prospek usaha calon debitur, kepastialitdagpembiayaan
dari lembaga keuangan lain, dan status calon ddhiak termasuk
dalam daftaBlack Listoleh Bank Indonesia dala@all Memo;
Petugamarketing (Account Officey memberikan keterangan dan
menjelaskan tentang ketentuan dan syarat-syaratitirabahah
kepada calon debitur.

Petugamarketing (Account Officer membuat laporan analisis
pembiayaan berdasar aspek pemasaran, produksi,
financial/keuangan, manajemen, hukum, sosial ekgretem amdal
serta menyusun kesimpulan dan usulan kelayakanipgaamn.

Kepala Bagian/Atasan/Direktur/Komisaris Utama  minel
permohonan nasabah sehingga dapat dipastikan saejgahmana
permohonan dapat memenuhi standart kriteria yanigh te
digariskan bank dalam kebijaksanaan umum mengenai
PiutangMurabahah

Setelah diputuskan adanya persetujuan atas permoehon
PiutangMurabahah yang diajukan, selanjutnya calon debitur
diberitahukan secara tertulis maupun lisan tentaagtu, tempat

dan cara pencairan/realisasi yang akan dilakukan.



3. Mekanisme Penyetoran Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan Akad

Murabahah di BPRS BSA Purwodadi

Ada tiga mekanisme dalam penyetoran di BPRS BSA

Purwodadi adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Administratif Realisasi Piutang Murabahah

Dalam prosedur administratif realisasi piutangurabahah ada

beberapa cara sebagai berikut:

1)

2)

Dalam prosedur ini melibatkan fungsi bagidfarketing
Administrasi Pembiayaan danTeller untuk memproses
pencairan/realisasi pembiayaan.

Setelah petugasAdministrasi Pembiayaan ataumarketing
(Account Officer mengentry data dan menyiapkan surat-
surat/dokumen yang diperlukan, selanjutnya prosssgran
pembiayaan siap dilakukan dengan mengundang calbitud
untuk menandatangani akad pembiayaan maupun surat-
surat/dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan

pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya.

b. Prosedur Realisasi Piutang Murabahah

Beberapa prosedur realisasi piutangrabahahdalam pembiayaan

di BPRS BSA Purwodadi:



1) Dalam prosedur ini melibatkan fungsi bagidviarketing
AdministrasiPembiayaan dameller untuk memproses realisasi
PiutangMurabahah

2) PetugasTeller mencatat transaksi realisasi Piutavigrabahah
sesuai slip/bukti pencairan/realisasi Piutanigurabahah
Pencatatan dilakukan berdasar nomor rekening peadma
nomor bukti/kwitansi realisasi, kode transaksi, dapastian
jumlah PiutangMurabahahyang diberikan;

3) Melakukan proses validasi transaksi sesuai dengprbuskti
transaksi;

Prosedur Realisasi Pembelian Barang Piutang Murabahah

Untuk membeli barang ada beberapa prosedur yaiagseberikut:

1) Petugas Administrasi Pembiayaandan atau petugageting
(Account Officey untuk dan atas nama bank membeli terlebih
dahulu aset vyang dipesannya secara sah dengan
pedagangupplier.

2) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasalaituk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatdn
pemesanan.

3) Jika dalam jual belimurabahahbank mendapat diskon dari
supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskoemekar

itu, diskon adalah hak nasabah.



4)

5)

Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pemabadiskon
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (pensam)j yang
dimuat dalam akad.

Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah

diperjanjikan dan ditandatangani.

4. Mekanisme Penutupan Pemilikan Tanah dengan Akad Murabahah

di BPRS BSA Purwodadi

Dalam mekanisme penutupan ada tiga cara untuk geimn

pembiayaan tanah di BPRS BSA Purwodadi yaitu selesgikut:

a. Prosedur Pelunasan Angsuran Pembiayaan Dipercepat Secara

Tunai.

Adapun prosedur peluasan angsuran pembiayaan stoaag di

BPRS BSA Purwodadi dapat dilakukan dengancara sebagkut:

1)

Dalam prosedur ini fungsi administrasi melibatkaagibn
Administrasi Pembiayaan, Customer Servicedan Teller.
Customer Servicemenerima calon debitur yang akan
mengajukan permohonan pelunasan angsuran pembiayaan
dipercepat dan menjelaskan persyaratan pelunasaligpgan
serta memberikan informasi-informasi yang diperukdan
dalam prosedur ini fungdieller hanya melakukan pencatatan

pelunasan angsuran pembiayaan debitur secara tunai.



2) Setelah debitur diterima petugésller dan menyerahkan uang
tunai beserta slip/bukti pelunasan angsuran peraaigy

petugasTeller melakukan pencatatan pelunasan angsuran.

3) Kemudian petugas Administrasi Pembiayaan menyiapkan
dokumen jaminan maupun dokumen-dokumen pendukung
lainnya, termasuk memeriksa kelengkapan persyaratan
administratif lain yang belum dilengkapi atau dipkan, dan
minta persetujuan atau otorisasi pada Kepala Badganatau
Direksi dan atau Dewan Komisaris sesuai kewenangann

untuk diteliti dan ditindaklanjuti.

b. Prosedur Pelunasan Angsuran Pembiayaan Dipercepat dari

Rekening Tabungan.

Berikut ini adalah proses pelunasan dengan cara ré&ening

tabungan di BPRS BSA Purwodadi sebagai berikut:

1) Dalam prosedur ini fungsi administrasi melibatkaagibn
Administrasi  Pembiayaan, Customer  Service dan
Teller.Customer Servicenenerima calon debitur yang akan
mengajukan permohonan pelunasan angsuran pembiayaan
dipercepat dan menjelaskan persyaratan pelunasaligpgan
serta memberikan informasi-informasi yang dipertukdan
dalam prosedur ini fungdieller hanya melakukan pencatatan

pelunasan angsuran pembiayaan debitur dari rekening



tabungan setelah mendapat keyakinan adanya keaqukajio

tabungan guna pelunasan angsuran debitur.

2) Setelah debitur diterima petugdeller dan menyerahkan
buku/kartu tabungan, petugdller memeriksa kecukupan
saldo tabungan guna pelunasan angsuran dari regkenin

tabungan debitur dan memproses pelunasannya.

3) Kemudian petugas Administrasi Pembiayaan menyiapkan
dokumen jaminan maupun dokumen-dokumen pendukung
lainnya, termasuk memeriksa kelengkapan persyaratan
administratif lain yang belum dilengkapi atau dipkan, dan
minta persetujuan atau otorisasi pada Kepala Badganatau
Direksi dan atau Dewan Komisaris sesuai kewenangann

untuk diteliti dan ditindaklanjuti.
Per syaratan Pelunasan Angsuran Pembiayaan Diper cepat.

Beberapa persyaratan angsuran pembiayaan di BPR& BS
Purwodadi adalah sebagai berikut:

Syarat pelunasan dipercepat untuk Piutislugabahahsebagai
berikut :
a) Debitur telah mampu dan atau mempunyai dana angsumtak

melakukan pembayaran seluruh sisa kewajibannya;



b)

d)

f)

¢)

Jika debitur menjual barang tersebut dalam akaolabahah
sebelum masa angsuran berakhir, namun demikiatudeéioiak
wajib segera melunasi seluruhnya;

Secara prinsip, penyelesaian hutang debitur dal@amsaksi
murabahahtidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan debitur dengan pihak ketiga atas bararggbut. Jika
debitur menjual kembali barang tersebut dengan tkegan
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk mengétas
hutangnya kepada bank sesuai kesepakatan dalam akad
Debitur telah melakukan pembayaran cicilan dengpattwaktu
dan membayar seluruh sisakewajibannya,;

Jika dalam hal debitur telah melakukan pembayaraiamc
dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaa
sedangkan debitur yang mengalami penuruan kemampuan
dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat dibernganan;

Untuk penghargaan dan merupakanukafaah tasji'iyah
(insenti) keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan
dari total kewajiban pembayaran;

Bank dapat memberi potongan hargaM(gassah), apabila
debitur melakukan pelunasan pembayaran tepat vedi&tulebih
cepat dari waktu yang telah disepakati, denganasytdak
diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongatagian oleh

Komite Penyaluran Dana;



h) Jika debitur mampu yang menunda-nunda pembayaraatda
tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk memba
hutangnya boleh dikenakan sanksi;

i) Sanksi didasarkan pada prinsip’zir, yaitu bertujuan agar
debitur lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban

j) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang pasarn
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat dead a
ditandatangani dengan mengacu pada ketentuan yaladn

C. Kendala yang Munculdalam Pembiayaan Pemilikan Tanah dengan
Akad Murabahah di BPRS Ben Salamah Abadi dan Cara
Mengatasinya

Secara ekonomi, masyarakat terbagi menjadi duayaresat
kelas kaya dan masyarakat kelas miskin. Kelas kaxghri dari raja dan
keluarganya, pejabat kerajaan dan para tuan tamaalg ynenguasai
sumber-sumber produksi, sedangkan kelas miskitriteliati para petani
dan para tukantf. Sistem ini mengandaikan adanya kelas-kelas sosial
yang menggambarkan hubungan yang eksploitatif kelga epada kelas
miskin.

Hak kepemilikan pribadi, dikalangan masyarakat Agang
menetap sudah dikenal terutama hak memiliki tanah chendiami
rumah. Praktik penguasaan tanah dikalangan merekdaha klaim

kepemilikan yang bersifat kolektif, yaitu tanah ikniguku sebagai tanah

Ridwan,Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut HuRertanahan
Indonesia dalam Perspektif Hukum Islaadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI(201
him. 74



lindung yang disebut dengdmma sebagai tempat pengembalaan hewan
ternak mereka. Hakima yang telah dimiliki oleh suatu suku tertentu
adalah milik eksklusif suku yang bersangkutan, tidak boleh warga
suku lain memanfaatkan tandtima tersebut*Adapun institusi yang
mempunyai otoritas untuk membuat regulasi agar katadupan sosial
menjadi harmoni adalah negara, posisi penting aedafam masalah
pengaturan hukum pertanahan yang rawan konflik mlekan
kekuasaan sebagai kata pemutusan. Oleh sebabagalah pertanahan
(agraria) hakikatnya adalah masalah kekuasdand(is at the heart of
powel, yang menempatkan negara sebagai institusi pubdknpunyai
otoritas untuk mengaturnya dalam rangka menjagasiredosial antar
warga negaranya yang harmonis.
1. Pengertian Hak Milik atas Tanah
Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat diutdan
untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepgetin
kepentingan anggota masyarakat yang seringkalialedtan
antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum jupgasdiikan
sebagai mekanisme yang menghubungkan antara masalah
ekonomi dan keteraturan polifik.
2.  Fungsi-fungsi Tanah
Dalam al-Qur’an, tanah, langit, bumi, dan segailayegs menjadi

milik Allah SWT. Dengan kata lain, tanah merupakarunia

1bid,him.75
|bid, him. 108



Allah SWT yang tidak terikan dan bersifat universaima halnya
air, udara, sinar matahari dan lainnya yang semua i
diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kepentingarge umat,
sebagaimana disyariatkan oleh agama dengan tujeagindari
terjadinya permusuhan antara pemilik kebun ataahtgang akan
menjual tanahnya dengan tetanggafiya.
3. Kendala yang di hadapi saat pembiayaan pemiligerah dengan

akadmurabahahdi BPRS BSA Purwodadi

Kendalayangsering di hadapi di BPRS BSA Purwodadi ad&fah:

a. Jaminan atas nama orang lain.

b. Kemampuan membayar tidak sesuai dengan harga yangh

diajukan pembiayaan.
c. Terjadinya Sertifikat Hak Milik ganda untuk jaminan
4. Solusi untuk kendala pembiayaan pemilikan tanahgaenakad

murabahahdi BPRS BSA Purwodadi

Beberapa solusi untuk kendala-kendala yang dihada@PRS

BSA Purwodadi adalafr:

a. Harus balik nama dulu baru pengikatan jaminan.

b. Pembiayaan tanah disesuaikan dengan kemampuan

membayar.
c. Sertifikat Hak Milik di cek dulu ke BPN ( Badan Rarahan

Nasional)

®bid, him. 128
*Wawancara dengan Bpk Sugeng direktur BPRS BSA Riadio
*Wawancara dengan Bpk Sugeng direktur BPRS BSA Riadio



D. Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Pemilikan Tanah
dengan Akad Murabahah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi
Analisis dari hasil penelitian ini antara lain:

Bahwa pembiayaan yang dilakukan di BPRS tidak sesua
dengan aturan Bank Indonesia yang tidak membolelgeambiayaan
dengan bentuk spekulasi. Pembiayaan tanah di Rrlagbehkan namun
ada pesyaratan tertentu yaitu dalam jangka wak{linfa) tahun dan
harus segera dibangun. Jika dalam pembiayaan tadehada jangka
waktu pembangunan akan menimbulkan spekulasi bagnirgam
tersebut, karena mereka akan memanfaatkan hargh y@mg semakin
lama semakin meningKdtlan dapat merugikan orang lain dan
menjadikan orang tersebut malas untuk berusaha.

Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan persyar&tamsus
bagi bank umum melakukan pembiayaan tanah, namupesaekarang
masih jarang bank umum yang melakukan pembiayashthanya saja
mereka melakukan adanya pembiayaan pemilikan runyaftu
pembiayaan griya bukan pembiayaan tanah. Dan sasefr@arang

pembiayaan tanah banyak dilakukan di BPRS dan ksper

*Wawancara dengan Ibu Ocha,19:45 tgl 10 juni 2014



